Menimbang

Mengingat

SALINAN

KEPALA DESA BABAT

KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan
pelaksanaanya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran
2023;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



10.

11.

12.

13.

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenngan Berskala Desa;

. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015

tentang Sumber Pendapatan Desa;

Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2022 Nomor 54);

Peraturan Desa Babat Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Desa Babat Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Desa Babat Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Desa Babat Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Desa Babat Tahun 2023 Nomor 6).



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT

dan
KEPALA DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BABAT TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

o

10.

Desa adalah Desa Babat.

. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Babat.

1
2
3.
4
5

Kepala Desa adalah Kepala Desa Babat.

. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Babat.
. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Babat.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah
kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak.

. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama
lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan desa.

12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 3.054.573.190
2. Belanja Desa 3.058.554.720
a. Bidang Penyelenggaraan Rp. 644.659.220
Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan Rp. 2.065.208.500
c. Bidang Pembinaan Rp. 168.187.000
Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Rp. 75.700.000
Masyarakat
e. Bidang Penanggulangan Rp. 104.800.000

Bencana, Darurat dan

Mendesak Desa
Jumlah Belanja Rp. 3.058.554.720
Surplus/Defisit Rp. (3.981.530)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 30.142.059

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3.981.530

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 26.160.529

SILPA Tahun Berjalan : Rp. 26.160.529
Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023



2. Lampiran : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran : Laporan Program Sektoral dan Program
Daerah yang masuk ke Desa
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Desa Babat.

Ditetapkan di Babat
pada tanggal 9 Januari 2024
KEPALA DESA BABAT
TTD
MOEHTAROM
Diundangkan di Desa Babat
pada tanggal 9 Januari 2024
SEKRETARIS DESA BABAT
TTD
M. SAMSUL ADIF SANTOSO

Lembaran Desa Babat Tahun 2024 Nomor 1




